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ABSTRAK 
FIRDA MUTIARA (B 11109 270), TINJAUAN HUKUM TERHADAP 
PELAKSANAAN ARISAN HAJI , skripsi ini dibawah bimbingan Soekarno 
Aburaera selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan Ongkos Naik 
haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mempengaruhi sistem 
pelaksanaan arisan haji. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan juga 
untuk mengetahui mekanisme dalam arisan haji dan tanggung jawab dari bandar 
arisan apabila ada yang melakukan wanprestasi serta bagaimana islam 
memandang pelaksanaan ibadah haji melalui mekanisme arisan. Penelitian ini 
dilakukan di Kota Makassar.  Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil 
wawancara dengan tokoh-tokoh organisasi Islam di kota Makassar, akademisi, 
travel penyedia jasa pemberangkatan haji dan penulis juga mewawancarai pihak-
pihak terkait seperti mereka yang pernah atau sementara mengikuti arisan tembak. 
Untuk mengkaji permasalahan digunakan penelitian yuridis normatif-
filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Penelitian adalah penelitian 
kepustakaan, bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 
yuridis normatif dan komparatif. Penulis juga melakukan penelaan terhadap 
artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan dan relevan dengan masalah yang 
diteliti mengenai perjanjian arisan haji. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil 
wawancara yang ada. Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang 
bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. 
 
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa 
perjanjian arisan haji lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolak ukur 
kemampuan sesorang untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dibuat 
mekanisme yang memudahkan seseorang untuk melaksanakannya. Namun dalam 
pelaksanaannya secara hukum, perjanjian arisan haji ini memiliki banyak 
kelemahan. Misalnya dari sudut keadilan, karena peserta diwajibkan menanggung 
sendiri biaya haji jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian rentannya 
terjadi wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan arisan haji. 
Kemudian pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari 
kacamata Islam. Pelaksanaan ibadah haji tidak boleh memaksakan diri dalam 
pelaksanaannya. Ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki 
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kemampuan fisik dan harta yang cukup atau berlebih. Sehingga jika ia tidak 
memiliki kemampuan, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. 
 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia 
dengan jumlah penduduk muslim mencapai 88%.
1
 Dengan mayoritas penduduk 
yang beragama Islam, pendaftar pemberangkatan haji pun terus meningkat tiap 
tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari lamanya antrian pemberangkatan haji yang 
terjadi, utamanya di Sulawesi Selatan, yakni 15 tahun.
2
 
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan bagi 
setiap muslim yang mampu secara fisik dan mampu dari segi finansial. 
Sebagaimana Allah SWT berfirman : 
“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”3  
Sebagai dasar keislaman seseorang, tidak sempurna agamanya jika belum 
menunaikan ibadah haji selama dia mampu menempuh jalannya. Allah SWT 
berfirman : 
“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya akan 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus 
yang datang dari segenap penjuru yang jauh”4 
Dari penjelasan di atas, mempertegas kewajiban perintah menunaikan 
ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Berangkat 
dari perintah kewajiban tersebut, setiap muslim pun berlomba-lomba agar dapat 
menunaikan ibadah haji. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mudah untuk 
                                                          
1
  Mylaboratorium.blogspot.com diakses pada 1 oktober 2012 pukul 15.00 WITA 
2
  Kemenag.Go.Id. Data tahun 2012 
3
  Q.S Ali Imran 3:97 
4
  Q.S Al hajj 22:27 
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dicapai, utamanya terkait syarat fisik dan materi yang seringkali sangat 
memberatkan bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikannya. Besarnya 
biaya haji yang harus dikeluarkan membuat masyarakat menengah ke bawah 
kesulitan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. 
Di beberapa daerah di Indonesia, gelar haji menunjukkan strata sosial 
seseorang. Orang yang telah memiliki gelar haji dianggap sebagai orang yang 
berkelebihan secara materi dan mendapat penghormatan tertentu, dikarenakan 
bagi sebagian masyarakat ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
Di tengah masalah kemampuan materi yang menjadi tolak ukur 
kemampuan seseorang untuk berangkat haji, muncul suatu kebiasaan baru dalam 
masyarakat demi mencapai tujuan berhaji, misalnya menjual harta benda, 
membuka tabungan haji dan mengikuti arisan haji. 
Di antara kebiasan tersebut, Arisan Haji merupakan yang paling populer 
saat ini, hal ini disebabkan karena Arisan merupakan hal yang sudah sangat 
mengakar dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. 
Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia, arisan telah menjadi gaya hidup bagi 
sekelompok orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh 
sesuatu yang di inginkan. 
Definisi Arisan yang dimaksud dalam Arisan Haji ini sama dengan dengan 
Arisan Pada Umumnya yaitu kelompok orang yang mengumpul uang secara 
teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari 
anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.  Yang membuat arisan ini 
berbeda dengan arisan pada umumnya ialah pada proses pelaksanaannya di mana 
dalam arisan biasa yang setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada 
pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan 
pada periode arisan berikutnya yang akan diadakan.  Arisan Haji hadir dengan 
konsep yang berbeda dimana tidak  adanya pertemuan rutin  seperti arisan pada 
umumnya. Selain itu Arisan haji dikhususkan untuk orang beragama Islam guna 
membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 
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PEMBAHASAN 
Mekanisme Arisan Haji: 
1. Mekanisme Undian 
Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah 
yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang 
cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan 
oleh pemerintah. 
Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para 
anggota Arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang berhasil 
dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh 
anggota arisan cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 
sekian orang anggota arisan, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja 
anggota arisan yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya 
yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut. 
Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara 
terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang 
telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan 
biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya 
uang simpanan si pemenang undian tersebut belum mencapai BPIH yang 
ditetapkan pemerintah. 
Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar 
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang 
disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota 
arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan 
sampai jumlah hutangnya terlunasi. 
Selanjutnya pada tahun berikutnya atau pada waktu yang telah disepakati 
bersama, dilakukan pula undian untuk memberangkatkan anggota berikutnya, 
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sampai secara berangsur-angsur seluruh anggota arisan diberangkatkan ke tanah 
suci guna melaksanakan ibadah haji 
2. Mekanisme Undian yang disertai dengan pemberian jaminan 
Mekanisme ini dalam pelaksanaannya secara garis besar sama dengan 
mekanisme undian yang telah diuraikan di atas. Namun yang membedakan adalah 
dalam mekanisme ini peserta yang mengikuti arisan diharuskan memberikan suatu 
jaminan, karena dana ibadah haji yang diperoleh dari arisan merupakan utang, 
sehingga pihak penyelenggara meminta suatu jaminan yang akan dikembalikan 
pada saat arisan telah selesai. Artinya, jaminan yang diberikan kepada pihak 
penyelenggara akan dikembalikan setelah seluruh peserta telah diberangkatkan 
menunaikan ibadah haji. 
Dari hasil penelitian ditemukan, mekanisme inilah yang digunakan oleh 
pihak penyelenggara travel dengan mekanisme sebagai berikut: dalam suatu 
kelompok arisan haji yang memiliki jumlah anggota 70 orang. Dana Ongkos Naik 
Haji adalah Rp 70.000.000,- (tujuh puluj juta rupiah). Setiap bulan para peserta 
membayar iuran minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Undian akan 
dilakukan setiap bulan pula ketika uang setoran perbulan telah dilunasi oleh 
seluruh peserta. Sehingga dalam setahun kelompok arisan ini mampu 
memberangkatkan 12 orang peserta. Yang berarti pelaksanaan arisan ini memakan 
waktu 5-6 tahun. Dalam pelaksanaan arisan ini para peserta memberikan jaminan 
yang pada umumnya memberikan sertifikat tanah. 
3. Mekanisme Pembayaran Dana Ta’Awwun 
Mekanisme ini untuk menentukan peserta yang akan berangkat tidak 
dengan sistem undian, melainkan adalah dengan menyetorkan dana Ta’Awwun 
atau dana tolong menolong yang tidak ditentukan jumlah besarannya. Hanya 
mengikuti dana ujrah atau dana operasional sebagai standar minimal dana 
Ta’Awwun. Jumlah dana tolong-menolong yang dikeluarkan bergantung pada 
kerelaan peserta yang bersangkutan. Peserta yang paling banyak menyampaikan 
dana Ta’Awwun, dialah yang berhak diberangkatkan pada tahun itu. 
Ongkos Naik Haji (ONH) = Rp. 30.000.000,- 
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 80 peserta x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,- 
 Dana Ujrah ( Operasional ) = Rp. 5.500.000,- 
Dana Ujrah digunakan untuk pelaksaan pengajian, operasional, administrasi, 
konsumsi, dan sebagainya. 
Dana Ujrah juga sekaligus sebagai batas minimal dana Ta’awwun. 
Dana Ta’awwun dikurangi dana Ujrah menjadi kas dana Ta’awwun seluruh 
peserta. 
Contoh Perhitungan Kas Dana Ta’awwun 
Contoh ada 3 peserta yang mengikuti penyampaian Dana Ta’awwun: 
Muhammad Afif Rp. 5.500.000. 
Sri Rahayu Rp. 5.700.000 
Suardi Rp. 6.000.000 
Bapak Suardi sebagai orang yang akan menyetorkan dana Ta’Awwun 
terbanyak, berhak mendapatkan ONH Rp.30.000.000 dengan membayar 
dana Ta’awwun Rp. 6.000.000 
Perhitungan Kas Dana Ta’awwun adalah sebagai berikut: 
 Dana Ta’awun Tertinggi – Dana Ujrah = Kas Dana Ta’wun 
 Rp. 6.000.000 – Rp.5.500.000 = Rp. 500.000 
 Jika Kas Ta’awwun sudah mencapai Rp.30.000.000, maka akan menambah 
1 quota ONH lagi. Maka ada penyusutan untuk memberikan dana wadiah 
/titipan. 
4. Mekanisme Pembayaran Pertahun 
Per- 5 tahunan 
Iuran perbulan @ Rp. 750.000,- 
Per- 4 tahunan 
Iuran perbulan @ Rp. 1.000.000,- 
Mekanisme pemabayaran ini memiliki ketentuan: 
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 4 atau  5 tahunan berarti para peserta arisan akan diberangkatkan menunaikan 
ibadah hajinya setelah mengikuti arisan haji selama 4 atau 5 tahun dan dapat 
berangkat pada tahun yang sama. Apabila waktu habis masa arisannya ternyata 
waktu pendaftaran haji sudah ditutup oleh Depag, berarti peserta arisan akan 
diberangkatkan pada musim haji berikutnya. 
Apabila nantinya peserta arisan ada yang mengundurkan diri sebelum 
masa undian waktu arisan selesai, maka seluruh dana peserta selama mengikuti 
arisan tersebut dapat dikembalikan utuh dan pencairan dana tersebut dilakukan 
setelah 3 (tiga) tahun berjalan. 
5. Mekanisme Arisan Haji dengan perjanjian tertulis5 
Banyak metode penawaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk 
menarik peserta arisan haji. Salah satunya adalah dengan mencantumkan brosur 
dan klausula penawaran melalui media internet. Salah satu bentuk penawaran 
yang ditemukan dengan pencantuman klausul. 
Jika melihat lima mekanisme arisan haji yang dipaparkan di atas, ternyata 
terdapat kesamaan, yakni unsur ketidakadilan peserta yang mendapat giliran 
diperiode awal dan periode akhir tetap terjadi. Oleh karena pada prinsipnya lima 
mekanisme diatas tetap mewajibkan peserta yang mendapat giliran untuk 
menanggung sendiri selisih jumlah dana arisan dengan perubahan ONH atau 
BPIH yang akan terjadi. Perbedaannya hanya pada sistem pengundian atau 
penentuan orang yang akan mendapat giliran berangkat. Misalnya pada 
mekanisme pertama dan ketiga, penentuan peserta yang akan berangkat pada 
mekanisme pertama melalui pengundian. Sedangkan pada mekanisme ketiga 
penentuan peserta yang akan berangkat tergantung pada siapa yang 
menyumbangkan dana ta’awwun terbesar. 
Pengaruh Perubahan ONH/BPIH Terhadap Sistem Arisan Haji 
                                                          
5
  http://KSU-syariahAssalam.blogspot.com 
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 Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)  
tergantung pada nilai tukar dollar. Umumnya BPIH selalu naik di setiap tahun. 
Penetapan mengenai BPIH di rapatkan oleh Komisi VIII DPR bersama 
Kementerian Agama yang selanjutnya dilaporkan kepada presiden. Kemudian 
presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (KepPres) yang menjadi dasar 
perubahan BPIH tiap tahunnya.
6
 
 Dalam pelaksanaan arisan haji, waktu yang diperlukan biasanya memakan 
waktu 3-7 tahun. Jumlah setoran arisan disesuaikan dengan kemampuan para 
pesertanya. Jika arisan haji ini dilaksanakan oleh masyarakat kalangan menengah 
ke bawah, maka waktu yang diperlukan bisa lebih lama lagi. Sedangkan inflasi 
uang berbeda, nilai uang sekarang akan beda dengan nilai uang yang akan datang. 
Di sinilah kelemahannya, yang mendapat giliran berangkat di periode awal akan 
lebih diuntungkan daripada yang memperoleh diperiode akhir, jika kita 
melihatnya secara konvensional. 
 Perubahan BPIH atau ONH tentu akan sangat berpengaruh dalam sistem 
arisan haji. Oleh karena uang yang harus disetor bisa saja berubah dan tidak lagi 
bergantung pada kemampuan para pesertanya. Pada tahun 2011, BPIH senilai Rp 
33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengalami kenaikan 
pada tahun 2012 senilai Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah. 
Dalam kurun waktu satu tahun, BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.000,- 
(empat juta rupiah). 
7
 
Tabel 1 
Jumlah ONH atau BPIH embarkasi Makassar 
Tahun Peraturan Presiden 
Jumlah ONH/BPIH 
(USD) 
2008 PerPres No.53/2008 USD 3,517 
2009 PerPres No.41/2009 USD 3.575 
                                                          
6
 Hasil wawancara dengan H. Sarro Baddu, staff Haji dan Umroh Departemen Agama Kota 
Makassar, 15 Desember 2012 
7
  Ibid 
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2010 PerPres No.51/2010 USD 3,505 
2011 PerPres No.51/2011 USD 3,795 
2012 PerPres No.67/2012 USD 3,882 
 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun ONH 
atau BPIH selalu berubah setiap tahunnya. Perubahan penurunan hanya satu kali 
terjadi dalam kurun waktu lima tahun tersebut, yakni pada tahun 2010. Untuk 
perubahan penurunan ONH, para peserta tetap berkewajiban membayar sesuai 
yang disepakati sebelumnya. Jika terdapat dana lebih karena turunnya ONH atau 
BPIH, maka dapat menjadi kas dari suatu kelompok arisan untuk mengantisipasi 
perubahan kenaikan di tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan berdasarkan tabel 
dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan lebih dominan terjadi daripada perubahan 
penurunan. 
Dalam teorinya, suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain, 
tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pesertanya. Dalam hal ini kita 
mengenal asas mengikatnya kontrak tetap berlaku. Pasal 1338 KUHPerdata 
menegaskan: 
 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan uyang oleh undang-undang dunyatakan cukup untuk itu. 
Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” 
Sehingga dalam pelaksanaan arisan ini, aturan-aturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati sejak awal tetap harus dipatuhi dan mengikat setiap peserta arisan. 
Sistem arisan haji di mana objek arisan bukanlah sejumlah uang melainkan 
pemberangkatan ibadah haji, maka jumlah uang iuran yang disetorkan harusnya 
mengikuti perubahan ongkos naik haji. Namun pada kenyataannya, hal tersebut 
tidak diberlakukan sehingga memiliki kekurangan dari sudut keadilan. 
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Pada hakikatnya dalam setiap perjanjian yang dibuat menganut asas pacta 
sun servanda atau asas mengikatnya kontrak. Namun pelaksanaan asas ini sulit 
diterapkan jika terjadi perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap kemampuan 
debitur untuk melaksanakan janjinya. Dalam perjanjian arisan haji, perubahan 
ONH yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan 
adanya peserta yang tidak sanggup menanggung sendiri jumlah selisih dana arisan 
yang ia dapatkan dengan jumlah kenaikan ONH. Juga unsur ketidakadilan peserta 
yang mendapatkan giliran diperiode akhir, yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Di beberapa negara yang menganut sistem common law, perubahan 
keadaaan karena perubahan nilai mata uang diberlakukan asas rebus sic 
stantibus
8
. Rebus sic stantibus atau lebih dikenal dengan istilah clausula rebus sic 
stantibus  adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan 
ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh 
kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak 
dimaksud.  Klausul rebus sic stantibus sangat penting terutama untuk kontrak-
kontrak dalam skala besar dan dalam jangka panjang, yang mana kondisi 
ekonomi, politik dan situasi sosial pada saat implementasi kontrak-kontrak 
semacam itu berubah secara drastis, radikal dan fundamental. 
9
 
Menurut Taryana Soenandar, dalam praktek, perubahan fundamental 
keseimbangan kontrak dapat tercermin dalam 2 (dua) cara yang berbeda tetapi 
saling berkaitan. Pertama, perubahan itu ditandai dengan adanya kenaikan 
substansial dari ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh salah satu pihak pada 
waktu pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, dan pihak tersebut merupakan 
satu-satunya pihak yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua, 
                                                          
8
 Istilah Rebus sic stantibus  sendiri berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu contractus qui 
habent tractum succesivum et depentiam de future rebus sic stantibus intelligentur yang dapat 
diterjemahkan sebagai “Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya  
pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan 
keadaan di masa yang akan datang tetap sama” 
9
 Faisal Akbaruddin Taqwa, rebus sic stantibus dalam khazanah hukum kontrak. Diakses pada 9 
Januari 2013 pukul 13.00 WITA 
FIRDA MUTIARA, S.H |11 
 
terjadinya penurunan yang substansial dari nilai pelakanaan kontrak yang diterima 
oleh salah satu pihak, termasuk apabila pelaksanaan kontrak itu tidak lagi 
memiliki nilai sama sekali bagi pihak yang menerimanya.
10
 
Jika kita kaitkan dengan arisan haji, kesulitan itu meliputi selisih 
perubahan ONH yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga berpengaruh terhadap 
tanggungan pribadi dari peserta yang mendapat giliran di tahun-tahun berikutnya 
yang menjadi lebih besar jumlahnya. Kemudian dana yang diperoleh dari arisan 
menjadi lebih kecil dikarenakan perubahan kenaikan ONH. Jika asas rebus sic 
stantibus ini diterapkan dalam perjanjian arisan haji, maka dapat dilakukan 
pembaharuan atau negosiasi kembali mengenai iuran arisan yang akan disetor 
pada tahun berikutnya. 
Di Indonesia sendiri berlaku yurisprudensi Mahkamah Agung 
No.112.K/Sip/1963, No.74 K/Sip/1969, No.380 K/Sip/1972, dinyatakan bahwa 
bilamana terjadi perubahan nilai mata uang, risikonya akan ditanggung bersama 
sama-rata, setengah-setengah antara debitur dan kreditur. Sehingga hal yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan ini ialah para peserta sepakat untuk 
menaikkan iuran arisan setiap tahunnya. Sehingga walaupun terjadi kenaikan 
ONH atau BPIH, setidaknya selisih yang ditanggung oleh peserta di tahun 
berikutnya tidak terlalu jauh. Misalnya setelah musim haji tahun ini lewat dan 
mempersiapkan peserta yang akan berangkat tahun depan, iuran dinaikkan 5%-
10% atau sesuai kesepakatan para peserta arisan dalam suatu kelompok arisan 
tertentu. Atau para peserta akan menangung secara bersama sama-rata selisih dana 
arisan dan kenaikan ONH atau BPIH. 
Pada intinya dalam praktik, perubahan ONH atau BPIH tidak 
mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Karena perubahan ONH menjadi 
tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Serta berdasarkan beberapa 
mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana terdapat lima mekanisme 
arisan haji, pada hakikatnya jika terjadi perubahan ONH maka konsekuensinya 
tetap sama. Dalam artian tidak merubah hak dan kewajiban dari peserta karena 
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dari lima mekanisme tersebut, tetap memberikan tanggungan kepada peserta yang 
mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih perubahan ONH. Hanya saja 
hal ini mencederai nilai keadilan terhadap peserta lain yang belum mendapat 
giliran. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perubahan ONH, 
semua peserta ikut bersama-sama menanggung perubahan tersebut. 
Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah 
sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun 
terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedang kewajibannya ialah: 
a. Tetap melunasi pembayaran iuran yang tersisa; 
b. Ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan 
ONH atau BPIH. 
Berdasarkan kewajiban point kedua dari peserta, maka lahirlah tanggung 
jawab baru bagi pihak penyelenggara atau pihak bandar. Yakni mengatur dan 
menaikkan pembayaran iuran secara proposional, dalam artian perubahan dibagi 
rata secara adil. Bandar tidak boleh seenaknya menaikkan iuran karena dapat 
menimbulkan sengketa baru. 
Jika salah satu pihak merasa keberatan dengan perubahan yang terjadi 
karena ONH atau BPIH semakin mahal, atau tidak mampu membayaran 
perubahan yang ditetapkan maka dapat dikategorikan wanprestasi. Karena telah 
disepakati sebelumnya bahwa jika terjadi perubahan, maka akan ditanggung 
bersama-sama oleh seluruh peserta baik yang telah mendapat giliran berangkat 
haji ataupun yang belum. Namun sebelumnya dapat dinegosiasikan jika yang 
bersangkutan merasa keberatan dengan kenaikan tersebut. Disinilah letak peran 
dari penyelenggara atau bandar, bagaimana ia mengatur kenaikan pembayaran 
iuran yang diakibatkan kenaikan ONH, ditentukan secara adil dan proposional 
sesuai kemampuan dari peserta. Perubahan iuran harus mendapatkan persetujuan 
dari seluruh peserta karena suatu perjanjian tidak boleh diubah tanpa ada 
kesepakatan para  pihak. 
Tanggung Jawab Penyelenggara Haji (Bandar) Dengan Sistem Arisan 
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Pembahasan yang kedua akan menguraikan tanggung jawab dari bandar 
apabila salah seorang atau beberapa peserta arisan melakukan wanprestasi. 
Wanprestasi dapat berupa:
11
 
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 
3. Terlambat memenuhi prestasi; 
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
Wanprestasi salah satu peserta dalam arisan merupakan kelalaian untuk 
memenuhi kewajiban, misalnya pembayaran iuran. Dalam sistem arisan yang 
berdasarkan kesepak atan tanpa perjanjian tertulis, sangat sulit untuk menentukan 
suatu wanprestasi, peserta yang misalnya tidak mau lagi menyetor uang, tunduk di 
bawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya 
adalah perjanjian tidak tertulis. Akta autentik dalam bentuk perjanjian tertulis 
sangat dibutuhkan dan penting untuk menguraikan segala hak dan kewajiban 
seluruh peserta arisan. 
Berikut akan diuraikan hak dan tanggung jawab bandar atau 
penyelenggara arisan haji. Hak dan kewajiban bandar ialah sebagai berikut. Hak 
dari bandar ialah memperoleh upah (fee) dari jerih payahnya mengatur dan 
mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya. Kewajiban 
bandar ialah: 
1. Melakukan penagihan tiap bulannya 
2. Mengumpulkan dan menyimpan dana arisan 
3. Melakukan pengundian sesuai waktu yang disepakati 
4. Mendaftarkan haji peserta yang mendapat giliran 
5. Menetapkan sanksi kepada peserta yang melakukan wanprestasi. 
Dari paparan diatas, bandar atau pihak penyelenggara bertanggung jawab atas 
kewajiban-kewajibannya karena ia memperoleh upah dari pelaksanaan 
kewajibannya tersebut. 
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Perjanjian aisan yang merupakan perjanjian tidak tertulis, dapat 
menimbulkan masalah nantinya jika di kemudian hari terdapat peserta yang lalai 
dalam memenuhi prestasinya sedangkan di saat yang sama peserta yang lainnya 
merasa dirugikan karena telah menunaikan kewajiban, namun belum mendapatkan 
haknya. Dalam arisan haji, dana yang dikumpulkan tidaklah sedikit. Pengundian 
arisan akan dilaksanakan jika uang arisan telah terkumpul dan mencukupi BPIH 
satu orang atau lebih peserta. 
Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
walaupun perjanjian arisan haji ini tidak tertulis, pada dasarnya perjanjian itu 
mengandung asas pacta sunt servanda atau mengikatnya kontrak. Seluruh peserta 
wajib menaati segala peraturan yang telah disepakati sebelumnya. 
Hasniati, salah satu peserta arisan haji, mengungkapkan bahwa 
wanprestasi yang sering dilakukan oleh para peserta adalah terlambatnya 
memenuhi prestasi. Yakni terlambatnya peserta melakukan pembayaran iuran. 
Biasanya pembayaran dilakukan dalam pertemuan pengajian para peserta 
dikelompok arisannya. Pada pertemuan itulah, pihak penyelanggara akan menagih 
seluruh peserta untuk membayar iuran perbulan arisan haji, serta mengundi jika 
pengundian dilakukan perbulan. Pada pertemuan tersebut, tidak jarang ada 
beberapa peserta yang tidak hadir dan tidak melakukan kewajibannya untuk 
melakukan pembayaran. Pada arisan yang dilakukan oleh kelompok Hasniati, 
pihak penyelenggara akan menanggung terlebih dahulu iuran dari peserta tersebut. 
Tidak ada batasan waktu untuk pengenaan sanksi terhadap peserta yang terlambat 
memenuhi prestasi. Oleh karena arisan haji ini dilaksanakan atas dasar 
kepercayaan dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang telah 
diketahui kredibilitasnya. Sehingga jika salah satu peserta terlambat memenuhi 
prestasi, maka akan dikomunikasikan oleh pihak penyelenggara. 
Biasanya seorang peserta menunggak sekitar 2 hingga 3 bulan. Jika dalam 
kurun waktu tersebut, pihak penyelenggara masih akan menanggungkan terlebih 
dahulu. Jika lewat dari itu dan peserta menyatakan tidak mampu lagi untuk ikut 
dalam arisan tersebut, maka peserta tersebut dikeluarkan dengan tanpa 
pengembalian uang yang telah ia bayarkan sebelumnya. Namun jika peserta yang 
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terlambat memenuhi prestasi tersebut dan menunjukkan suatu itikad tidak baik, 
misalnya tidak dapat dihubungi dan diminta konfrmasinya, maka dapat dituntut 
secara hukum. 
Dalam praktiknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian 
dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih 
dahulu (somasi).  Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa 
satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian. Disebutkan pula dalam somasi 
tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak 
mematuhi somasi yang dilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan 
diikuti dengan somasi berikutnya (kedua).
 12
 
Hal yang harus diperhatikan dalam penuntutan wanprestasi ini adalah 
pihak yang akan dituntut. Pihak penyelenggara juga bisa ikut menjadi tergugat 
jika ia tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk menagih peserta 
yang wanprestasi. Jadi para peserta (kreditur) yang merasa dirugikan dapat 
menuntut pihak penyelenggara dan peserta yang melakukan wanprestasi secara 
bersamaan. Namun jika pihak penyelenggara telah melakukan usaha yang 
maksimal untuk melakukan tugasnya menagih kepada seluruh peserta, maka 
peserta wanprestasi saja yang dapat dituntut. Pihak penyelenggara atau bandar 
ikut menjadi penggugat bersama peserta lain yang dirugikan. 
Kemungkinan yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, dapat 
dibagi menjadi empat:
13
 
1. Pembatalan kontrak saja; 
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
3. Pemenuhan kontrak saja; 
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 
Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji 
Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ibadah haji dari segi fisik 
dan materil, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji berarti 
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  Ahmadi Miru, Op.Cit. Hal 75 
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berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Syarat wajib haji 
adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan 
untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari 
syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat 
tersebut ada lima:
14
 
1. Islam 
Bagi yang hendak melaksanakan haji haruslah seorang Muslim, bukan saja 
karena ibadah haji adalah puncakrukun Islam, tetapi karena disanalah hendaknya 
nampak jelas penyerahan diri seorang manusia kepada Allah SWT. 
2. Berakal 
Berakal juga syarat sah dan wajibnya haji, maka tidak akan sah dan tidak 
diwajibkan atas orang gila, ayan, mabuk dan semisalnya ibadah hajinya sampai 
kembali akalnya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan 
ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar. 
3. Baligh  
Baligh adalah syarat wajib, anak yang belum baligh tidak berkewajiban 
melakukan ibadah haji, karena Allah hanya membebankan kewajiban bagi hamba-
Nya yang telah baligh, hanya saja apabila dia melakukannya tetap sah hajinya. 
Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak baligh 
dan memenuhi syarat, tetap berkewajiban melakukan ibadah haji lagi. 
4. Merdeka 
Merdeka artinya bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib. Budak 
tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun apabila mengerjakannya pada saat 
masih budak hajinya sah tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Maka 
apabila dia kemudian merdeka tetap berkewajiban melakukan haji lagi. 
5. Mampu 
Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran 3:97 
                                                                                                        
 Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah 
haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu” 
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Mampu yang dimaksudkan disini adalah : 
1. Mampu fisik, kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit 
yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual 
dalam haji. Pada masa ini, persyaratan fisik makin ditekankan karena jumlah 
jemaah haji yang sudah demikian banyak. Tidaklah wajib bagi mereka yang 
sangat tua dan sakit yang berat untuk melaksanakan ibadah haji. 
2. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) 
dan saat kembali kepada keluarganya, diluar kebutuhan-kebutuhan pokok, 
seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang 
berada dalam tanggungannya. 
3. Kemampuan yang lain adalah berkaitan dengan keamana dalam perjalanan, 
tempat yang dituju, serta tempat dan waktu pelaksanaan ibadah hingga 
kembali menemui keluarga. Keamanan keluarga yang ditinggal pun, menjadi 
pertimbangan, jangan sampai karena anda tinggalkan mereka menderita.  
Mampu atau istita'ah merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan 
ibadah haji. Di antara makna istita’ah bagi orang yang hendak pergi haji adalah 
kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan 
keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal.  Tidak dibenarkan 
seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan 
dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan 
keluarganya. 
Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam 
tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal 
yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak 
mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara 
menyicil. Juga kalangan masyarakat menengah ke atas yang tidak memiliki uang 
secara tunai, melainkan aset berupa rumah,tanah, saham, emas, dan lain 
sebagainya. 
Arisan haji ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk 
mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Arisan haji menjadi pembicaraan 
pro dan kontra terhadap keabsahannya. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan 
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arisan haji ini, yakni pendapat yang menilai tidak adanya masalah karena tidak 
adanya dalil yang melarangnya, dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah 
hukum yang berlaku, serta pendapat yang menilai tidak sahnya haji dengan cara 
arisan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. 
  Adanya unsur utang, perjudian, mengundi nasib, dan kedzaliman pada 
anggota arisan yang mendapat jatah atau giliran yang terakhir dan kenaikan 
setoran arisan ketika pada gilirannya terjadi kenaikan ONH. Hal ini lah yang 
menjadi fokus penulis dalam pembahasan ketiga ini, yakni pandangan islam 
dalam pelaksanaan arisan haji. 
Arisan merupakan praktek sosial ekonomi masyarakat yang merupakan 
salah satu bentuk urf atau tradisi masyarakat yang menjadi adat kebiasaan. Urf 
yang baik dan bermanfaat dapat dijadikan aturan atau hukum. Arisan secara 
umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan 
sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal 
muamalah, yaitu dibolehkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. Arisan pada dasarnya 
merupakan suatu bentuk kerjasama dalam menghimpun dana dengan ketentuan-
ketentuan yang disepakati oleh para peserta arisan.
15
 
Dalam menentukan ketentuan-ketentuan ini menurut KH. Jayatun
16
 perlu 
dilihat yang pertama adalah apakah mengandung unsur riba
17
 atau tidak, jika 
mengandung riba maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika para 
peserta telah rela sama rela dengan ketentuan iuran yang dibayarkan, maka hal itu 
dibolehkan. Kemudian yang kedua, harus ada penanggung atau jaminan yang 
diberikan.  Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika kelak misalnya peserta 
yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia. Sehingga 
diharuskan ada penanggung yang akan melanjutkan pembayaran iurannya atau 
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  http//hukum-arisan-dalam-islam//facebook.htm 
16
 Hasil wawancara dengan KH. Jayatun, Op. Cit 
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 Secara etimologis riba berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara 
teminologis fiqh, riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak 
baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. 
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berupa jaminan, karena merupakan utang yang wajib dilunasi. Segala bentuk 
ketentuan atau aturan haruslah jelas. 
Sedangkan menurut H. Muammar
18
, arisan diperbolehkan selama tidak 
mengandung unsur maisir. Maisir dapat diartikan sesuatu yang mengandung 
unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu 
pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Perjudian 
apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan 
terhadap keharaman melakukan aktivitas yang mengandung unsur maisir atau 
perjudian. Sebagaimana firmannya Q.S Al-maidah 5:90; 
“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, 
berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 
Namun karena pada dasarnya pelaksanaan arisan haji sifatnya adalah ta’awwun 
atau tolong menolong, maka H. Muammar menganggap arisan haji ini 
diperbolehkan. Tolong menolong merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana 
firmannya: 
“bertolong menolonglah dalam kebaikan dan katakwaan dan janganlah 
saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”19 
Berkaitan dengan objek ibadah haji atau arisan haji, KH. Jayatun 
memaparkan dua pendapat para ulama yang berbeda tentang pelaksanaanya. 
Pendapat pertama dengan tegas menyatakan bahwa belum wajib bagi seorang 
muslim untuk melaksanakan ibadah haji jika istita’ah nya tidak terpenuhi. Dalam 
arti pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana arisan, dianggap belum 
istita’ah atau mampu. Ulama yang berpendapat melaksanakan ibadah haji dengan 
sistem arisan ialah belum mampu, menganggap bahwa dalam pelaksanaan arisan 
haji ini unsur gharar terletak pada ketidak jelasan harga, karena ONH atau BPIH 
yang selalu mengalami kenaikan. Sehingga iuran arisan bisa saja berubah 
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  Hasil wawancara dengan Dr. H. Muammar bakry, LC. MA, Op.Cit 
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  Q.S Al-Maidah 5:2 
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mengikuti perubahan ONH. Kemudian mengenai ketidakjelasan waktu 
penyerahan, dimana sistem arisan haji dengan mekanisme pengundian tidak 
memberikan kepastian kapan seorang peserta mendapatkan giliran. Pelaksanaan 
ibadah haji dengan sistem arisan juga menimbulkan kesan memaksakan diri. 
Sedangkan dalam pelaksanaan, tidak boleh memaksakan diri. 
 Pendapat lain mengatakan bahwa arisan haji diperbolehkan selama 
pengaturan yang jelas dan halal, serta adanya jaminan (yang halal) dari peserta 
yang mengikuti arisan haji ini. Aturan dalam sistem arisan tersebut harus dibuat 
dan dirundingkan secara bersama dan tidak boleh mengandung unsur riba’, judi 
dan gharar.  Mengenai anggapan dana yang diperoleh dari arisan adalah suatu 
utang, pendapat ini mengungkapkan bahwa menggunakan dana utang untuk 
melaksanakan ibadah haji diperbolehkan jika terhindar dari unsur riba dan 
gharar. Misalnya meminjam uang dari bank muamalah, yang telah 
memperhatikan unsur riba dan gharar, untuk dipergunakan membayar biaya 
perjalanan ibadah haji diperbolehkan dengan syarat adanya suatu jaminan atas 
utang tersebut. Jaminan tersebut menjamin pelunasan utang yang dipergunakan 
untuk biaya ibadah haji. Jaminan yang diberikan telah mendapat persetujuan dari 
anggota keluarga. KH.Jayatun menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang dengan 
cara yang telah dijelaskan di atas dengan dana yang diperoleh dari arisan adalah 
sama. 
Pergi haji adalah perjuangan yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan 
perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan 
baginya mencapai derajat haji yang mabrur. Telah menjadi kesepakatan ulama 
bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. Mampu disini 
menurut Arfin Hamid
20
, harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang 
dipaksakan seperti mengutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan 
mengikuti sistem arisan haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi 
meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga 
dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. 
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Universitas Hasanuddin, Tanggal 8 Januari 2012 
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Namun tetap saja banyak para ulama yang berselisih pendapat tentang 
tafsiran mampu ini.  
A. Kelompok yang melarang hají dengan utang:
21
 
1. Nashr Farid Washil : 
يتفملا لصاو ديرف رصن روتكدلا نكلو  ينآرقلا صنلل ةفلاخم اهربتعاو ، يوتفلا كلت ضفر رصمل قباسلا
{عاطتسا نمل تيبلا جح لايبس هيلإ} ةرم ةملسمو ملسم لك يلع ةينيع ةضيرف جحلا نأ ىلإ راشأو ،
رمعلا يف ةدحاو لاملا ةعاطتسلاا اهنم يتلا اهطورش عيمج تققحت يتمةيندبلا وأ ةي 
روتكدلا دكأو  ءاهقفلا اهفرع يتلاو ةعاطتسلاا ترفوت يتم نكرلا اذه ءادأ يلع ثح ملاسلإا نأ لصاو
نأ نم ةقفنو هتقفن يلع لاضف جحلا هغلبي ام لاملا نم ادجاو هندبب اعيطتسم ملسملا نوكي  انه نمو لوعي
 يذلا جحلا يف يلاغي نأ يف طيسقتلا ماظنب جحي نمل ةجاح لافهنع طقس  مزلتي يهلإ مكح بجومب
دادس لبق يفوتي نأ نكمي جاحلا نأ ىلإ ًاريشم ، ةعاطتسلاا  جحلا زوجي لا اذهلو هيلع يذلا نيدلا
طيسقتلاب. 
Nashr Farid Washil (Mantan Mufti Negara Mesir) menolak fatwa yang 
memperbolehkan Haji dengan utang, dan menganggapnya bertentangan dengan 
QS Ali Imran 3:97, Ayat ini memberi isyarat muslim dan muslimat sekali seumur 
hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya 
kemampuan harta dan fisik. Nashr Farid Washil menegaskan bahwa Islam 
menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi 
kemampuan seperti yang telah didefiniskan para ahli fiqh dimana seorang muslim 
dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, 
baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. 
Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara 
mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi 
haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. 
Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas 
membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang 
dicicil. 
لصاو ديرف رصن روتكدلا خيشلا ةليضف  :لوقي ىلاعت الله( : ِتيبلا ُّجِح ِسانلا َىلع ِللهو ِهيلإ َعاطتسا ِنَم
 ًلايبَس( )نارمع لآ :79 )  جحلا بوجُو طورش نِم نأ ُحِضََّتي ةيلآا هذه نم  لمشت يهو ،ةعاطتسلاا
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َكلم نمف ،ةيلاملا ةعاطتسلااو ةيندبلا ةعاطتسلاا  جحلا بوجُو طورُش يقاب هيف ترفاوتو ةلحارو اًداز
 َّجَحي نأ هيلع َبَجَو َجي مل نَمو ،ةعاطتسلاا قيقحتلهيلع َّجح لاف ًةلحار لاو اًداز د. 
Syeikh Nashr Farid Washil menyatakan QS. Ali Imran 3:97 menjelaskan bahwa 
syarat wajib haji adalah kemampuan (istitha’ah), dan ini mencakup kemampuan 
fisik (istitha’ah al-badaniyah) dan kemampuan harta (istitha’ah maliyah). 
Barangsiapa memiliki kelebihan bekal (zad), atau kendaraan (rahilah) serta 
terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk ‘bersiap-siap’ 
melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan.  Jika dia tidak 
mendapatkan bekal atau kendaraan, maka tidak wajib haji baginya.  
Beberapa ulama menentang argumentasi Syeikh Nashr Farid drngan 
mengatakan bahwa argumentasi ulama yang melarang haji dengan utang tidak 
relevan, karena  kemampuan adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat 
sah ibadah haji. Sehingga ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, 
asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. 
Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah 
tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk 
mendapatkan kemampuan harta, baik dengan cara berutang atau cara lainnya yang 
halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti 
pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa’I : 
دتسي نأ هيلع بجي لاو ةنادتسلااب َّجحو لعف ول نكلو ،نيدتسي لاأ هل َىلْولأا لب ؛ َّجحلا ي دؤيل ني– 
 طيسقَّتلاب–  ه ُّجح َّحص–  الله ءاش نإ –. 
Syeikh Khalid Ar-RIfa’I menyatakan bahwa: 
“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak 
berutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan utang (dengan cara 
mencicil) maka tetap sah hajinya, Insya Allah.” 
2. Syeikh Ibn Utsaimin : 
 نيمَْيثُع نبا خيشلا لئُس دقو–  الله همحر– باجأف ؛رملأا اذه يف :“ لا ناسنلإا َّنلأ ؛لعفي لا هنأ هارأ يذلا
؟ َّجحيل نادتسا اذإ فيكف ،ٌنْيَد هيلع ناك اذإ ُّجحلا هيلع بجي ! هذه يف َّجحلا َّنلأ ؛  جحلل نيدتسي نأ ىرأ لاف
 َْقي نأ هل يغبني اذلو ،هيلع ًابجاو سيل لاحلا له يردي لا ًانْيَد هسفن ف لكي لاو ،هتمحر ةعسو الله ةصخر َلب
هت َّمذ يف ىقبيو ،هيضقي لاو تومي امبر ؟لا وأ هيضقي” ؛(نيمَْيثُع نبا خيشلا ىواتف عومجم)ملعأ اللهو ،. 
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Menurut Syeikh Ibn Utsaimin, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab 
seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. 
Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Syeikh 
Ibn Utsaimin menyarankan untuk tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji, 
karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, 
seharusnya ia menerima rukhshah (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan 
rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui 
apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan jika ia meninggal dunia dan 
tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi 
tanggung jawabnya.” 
Syeikh Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa : 
Telah bertanya seseorang : “ketika datang bulan Dzulhijjah saya ingin ziyarah ke 
baitullah, akan tetapi gaji saya baru akan keluar sepekan lagi, sedangkan saya 
tidak memiliki uang kecuali kebutuhan sampai sebulan, tetapi teman-teman 
dikantor memaksa saya untuk ikut dimana kita tidak bisa menjamin hidup sampai 
kapan. Maka salah seorang dari mereka meminjamkan uang kepada saya untuk 
keperluan haji.” 
Syeikh Abdullah bin Baz  menjawab bahwa apabila pemilik hutang mengizinkan 
orang yang berhutang maka hajinya tetap sah, dan memberimu modal dengan 
kerelaan, dan kamu pun  dapat pergi haji dan setelah kembali pada bulan yang 
sama mengembalikan uangnya.  
Kelompok yang melarang ibadah haji dengan berutang berargumentasi 
bahwa berutang atau mengambil kredit untuk haji atau dengan dana yang 
diperoleh dari arisan haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan 
sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadits Imam Al 
Baihaqi, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang orang pergi haji 
dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiallahu ‘Anhu, ia 
berkata : 
اق ؟ جحلل ضرقتسيأ ، جحي مل لجرلا نع هتلأس ل : « لا» 
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 “Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia  
boleh berhutang saja untuk pergi haji?” Beliau bersabda: “Tidak.” 
 Imam Asy Syafi’i memberi komentar hadits ini sebagai berikut : 
 ريغ نم اهب جحي ةعس هلام يف نكي مل نموليبسلا دجي لا وهف ضرقتسي نأ 
 “Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan 
hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.” 
Namun demikian, sebagian ulama tetap menilai haji dengan utang adalah 
sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum  punya kemampuan 
(istitha’ah), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, karena Beliau tidak mau memberatkan 
umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Tatkala dia 
berutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam 
kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya. 
 
B. Kelompok Yang Membolehkan pergi haji dengan utang sebagai berikut:
22
 
1. Fatwa Lajnah Daimah dan Fatwa Syeikh Bin Baz : 
 هلو ًافظوم ناك ول امك ، ءافولا ىلع هتردق نم ًاقثاو ناك اذإ ، جحلا نم نكمتيل ضرتقي نأ ناسنلإل زوجي
 كلذ وحنو ةراجت بحاص ناك وأ ، نيدلا ءاضقل هيفكي هبتار نأ ملعيو ، بتار. 
Diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia 
yakin/percaya dengan kemampuan finasialnya untuk membayarnya, seperti 
seorang pegawai yang punya fixed income (pendapatan perbulan) dan ia 
mengetahui dengan gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang, 
atau jika ia seorang pedagang dan semisalnya.  
2. Penulis Kitab Mawahib Al-Jalil : 
 يف لاق“ليلجلا بهاوم ”(2/135 : )”  ريبكلا ةعامج نبا كسنم يفو : ” لالاح لاام جحلل ضرتقا نإو
 هب سأب لاف ضرقملا يضرو هب ءافو هلو هتمذ يف” ىهتنا .  زاب نبا خيشلاو ، ةمئادلا ةنجللا تتفأ اذهبو
الله همحر ) رظنا : ” ةمئادلا ةنجللا ىواتف ”(55/15 ) ، ” زاب نبا خيشلا ىواتف ”(51/373(( 
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Dalam kitab Mawahib Al-Jalil (jilid 2/hal. 531) : dalam kitab Mansak – Karya Ibn 
Jama’ah Al-Kabir: JIka berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta 
yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan 
pemberi hutang rela (ridha) dengannya, maka hal itu tidak mengapa.  
3. Syeikh Ibn Baz : 
لذب لوئسملا هل حمس اذإ ،كلذ يف جرح لا يلو اللهو ،ءافولا عيطتسي ناك اذإ ضارتقلاا يف جرح لاو ك
قيفوتلا. 
Tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggung jawab (pemberi hutang) 
memberi kelongaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk 
pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya.  Dan Allah Sang 
Pemberi Taufiq.  
4. Ustadz Abdul Fatah Idris : 
يذلا رهزلأا ةعماجب نراقملا هقفلا ذاتسأ سيردإ حاتفلا دبع روتكدلا ذاتسلأا  حابم طيسقتلاب جحلا نأب ىتفأ
هيف دري مل لاملا اذهب جحلل صخشلا باهذ نلأ ؛اًعرش  ديدستب موقيس هنلأو ،يهن ًاقفو اذهو ،لاملا اذه
 وهو ،ريغلا نم اًضرتقم لاملا اذه ناك ولو ىتح ققحتت سفنلاولاملاب ةعاطتسلاا نأ ىري نم بهذمل
ةيعفاشلا بهذم ملاسلإا ةجح نع هبحاصل ئزجمو حيحص لاملا اذهب متي يذلا جحلا نأ ًادكؤم ،ةيرهاظلاو 
Ustadz Abdul Fatah Idris – Profesor Perbandingan Fiqh (Ustadz Fiqh Muqaran) di 
Universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang 
adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk 
menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang 
berbendapat bahwa kemampuan (istitha’ah) dengan harta atau jiwa dapat terwujud 
walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat 
madzhab syafi’I dan madzhab dhohiri, yang menguatkan bahwa haji yang 
sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah 
(shohih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.  
5. Markaz Fatwa : 
لوحو لامب جحي نأ جحلا ديرم نم بولطملا نأ ىوتفلا زكرم دكأ طيسقتلاب جحلا مكح  نم لاخو للاح
 ،اروفغم هبنذو اروربم هجح نوكي ىتح ةهبشلا ثيدحلا يفو :نإ ابيط لاإ لبقي لا بيط الله . ،ملسم هاور
جحلا مكح نإف اذه ررقت اذإف  كلذ نم ملس نإف ،يعرشلا روذحملا نم لاملا ةملاس ىلع ينبني طيسقتلاب
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زوجيف هلامتشا وه طيسقتلا يف يعرشلا روذحملاو ،اهريغو جحلا تاقفن يف لمعتسي نأ  ةيوبر ةدئاف ىلع
غف ،ريخأت ةمارغ وأمرحم ابر هذه ريخأتلا ةمار. 
Seputar hukum ibadah haji dengan hutang yang dicicil, Markaz Fatwa 
menekankan bahwa hal yang dituntut dari mereka yang hendak melaksanakan 
ibadah haji adalah berhaji dengan harta yang halal dan bebas dari harta syubhat, 
hingga hajinya menjadi haji yang mabrur dan dosanya diampuni, seperti dalam 
sebuah hadis : “Sesungguhnya Allah Dzat Yang Baik dan Ia tidak akan menerima 
kecuali sesuatu yang baik (thoyib)” (HR Muslim). Dengan demikian hal paling 
penting yang harus diperhatikan terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji 
dengan cara hutang yang dicicil adalah hartanya terbebas dari hal-hal yang 
dilarang agama (salamah al-mal min al-mahdzur). Jika harta yang akan digunakan 
untuk ibadah haji terbebas dari sesuatu yang dilarang agama, maka diperbolehkan 
digunakan untuk biaya ibadah haji dan hal lainnya. Hal yang dilarang dari hutang 
yang dicicil adalah adanya riba atau denda tambahan karena mengakhirkan 
pembayaran (riba atas hutang). Maka denda tambahan karena mengakhirkan 
pembayaran adalah  riba yang diharamkan.
   
6. Hudzaifah Muhammad Al-Musayar : 
يف ذاتسلأا ريسملا دمحم ةفيذح روتكد لاق  نيدلا لوصأ هيلك : لوسر لوقل اروف ملسملا يلع بجي جحلا
 ملسوهيلع الله يلص الله: ” اوجحف جحلا مكيلع بتك الله نإ سانلا اهيأ“ .كلم اذإ يلاتلابو  ملسملا بابسلأا
مهلوعيو هعبتي نم يلع رثا نود ةضيرفلا ءادأ يلإ هلصوت يتلا  هنوكل رظن ريغ نم ابجاو ءادلأا حبصأ
لاملا نأ املاط كلذ ريغب مأ طيسقتلاب عورشم بسك نمو لالاح صخشلا هعفدي يذلا . 
Hudzaifah Muhammad Al-Musayar – Profesor di Kuliyah ushuludin : Ibadah haji 
wajib bagi setiap muslim untuk segera dilaksanakan, berdasarkan sabda Rasul 
SAW : “Wahai manusia telah diwajibkan bagi kalian ibadah haji, maka beribadah 
hajilah “. Berikutnya jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang 
menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang 
yang mengikuti dan menjadi tanggung jawabnya, maka jadilah menunaikan 
sebagai kewajiban tanpa melihat apakah dana haji berasal dari hutang dengan 
mencicil atau lainnya selama harta yang digunakan berasal dari hal yang halal dan 
usaha yang di syariatkan.  
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7. Abdullah Faqih : 
 جحلا دارأ نإو-كلذ عم-  دادس ريخأت يف همثإ عم هجح حص لعفي مل نإف ،مهناذئتساو نينئادلا ملاعإ همزل
هنيد. 
 دادسو ،هيلع بجاو جحلاف جحلا ةقفنو نيدلا ءاضقب يفي لاملا نم هدنع ام ناك نإوكلذك بجاو نيدلا.  
 يف اذهنويدلا امأ ،ةلاحلا نويدلا ،كلذ لبق ًابجاو سيل اهؤاضقف اهتقو نحي مل يتلا ةلجؤملا   يف جرح لاو
جحلا  نم ةناعلإا هل ىجريو ،جحيل ضرتقي نأ ناسنلإل زوجيو ،اهدوجو عمىلاعت الله 
Abdullah Faqih menyatakan bahwa seseorang yang hendak beribadah haji, 
berkewajiban untuk memberitahu dan meminta izin dari orang-orang yang 
memberinya hutang. Jika ia tidak melakukannya, maka ibadah hajinya tetap sah 
walau ia berdosa karena mengakhirkan pembayaran hutang. 
Namun jika ia memiliki uang untuk membayar hutang dan biaya haji maka 
ibadah haji menjadi wajib baginya dan membayar hutang juga wajib  baginya. Ini 
untuk hutang yang segera dibayar/kontan, namun jika hutang yang ditangguhkan 
pembayarannya serta belum jatuh temponya, maka membayar hutang bukan 
merupakan kewajiban sebelum itu (pergi haji). Dan tidak berdosa (laa haraj) 
beribadah haji dengan adanya hutang. Boleh bagi seseorang untuk berhutang guna 
menunaikan ibadah haji dan semoga Allah SWT menolongnya.  
Jika seseorang merasa mampu melunasi hutangnya dengan cara 
mengangsur dan dia memiliki sumber pendapatan tetap/barang senilai hutangnya, 
maka boleh melaksanakan haji dengan dana pinjaman/hutang, namun apabila hal 
itu menambah kesulitan baginya, maka sebaiknya jangan dipaksakan berhaji 
dengan menggunakan hutang. 
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis lebih 
sepakat bahwa untuk melaksanakan ibadah haji tidak dengan menggunakan dana 
utang. Atau dengan melalui cara mengikuti arisan haji, yang tetap saja merupakan 
utang. Walaupun pendapat yang membolehkan memberikan beberapa 
pengelucualian, tapi pengecualian tersebut sangat tidak terjamin di masa 
depannya. Misalnya, diperbolehkan dengan dana utang selama ia memiliki 
keyakinan akan melunasi utangnya. Keyakinan tersebut tidak jelas karena 
musibah tidak dapat diprediksi datangnya. Bagaimana jika ia meninggal dunia 
pada saat melaksanakan ibadah haji? Tentu akan menjadi masalah bagi 
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keluarganya yang harus melunasi utang tersebut, sehingga membawa mudharat 
bagi keluarganya. 
Juga unsur gharar yang telah jelas, seperti yang dijelaskan sebelumnya 
tentang ketidakjelasan waktu penyerahan, walaupun para peserta telah rela sama 
rela dengan mekanisme undian dimana semua peserta pasti berharap mendapat 
giliran pada saat undian dilaksanakan. Allah SWT berfirman: 
 َنوَُملَْعت ُْمتَنأَو َّقَحْلا ْاوُُمتَْكتَو ِلِطَابْلِاب َّقَحْلا ْاوُِسبَْلت َلاَو 
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al 
Baqarah (2): 42) 
Haji yang dilaksanakan hanya berbekal materi yang melimpah, ketiadaan 
ilmu, dan tidak adanya kepedulian sosial tidak akan mampu mewujudkan 
kemabruran haji bagi seseorang. Haji yang mabrur adalah haji yang mampu 
mewujudkan kesadaran nilai-nilai yuridis, nilai-nilai sosial dan kepedulian pada 
masyarakat, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
SWT. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. 
Dalam hal mengerjakan ibadah haji para ulama telah memberikan keterangan-
keterangan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ketika syarat-syarat untuk 
menunaikan ibadah haji tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka haji tidak 
wajib baginya. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah 
sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun 
terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedang kewajibannya ialah tetap 
melunasi pembayaran iuran yang tersisa dan ikut bersama-sama menanggung 
perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. 
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2. Tanggung jawab bandar jika salah satu atau beberapa peserta arisan 
melakukan wanprestasi ialah tetap melakukan kewajibannya untuk menagih 
peserta tersebut secara maksimal. Namun jika yang bersangkutan tetap tidak 
dapat memenuhi prestasinya maka pihak penyelenggara atau bandar dapat 
menerapkan sanksi berupa pengeluaran peserta tanpa pengembalian uang atau 
ikut bersama-sama peserta yang lain yang merasa dirugikan untuk menuntut 
peserta tersebut secara hukum. 
3. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung 
dalam Al-Quran dan sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan 
kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. 
Namun dalam pelakasanaan arisan haji, tetap saja banyak para ulama yang 
berselisih pendapat tentang tafsiran mengenai istitha’ah atau kemampuan 
untuk melaksanakan ibadah haji. Karena berangkat haji melalui dana arisan, 
merupakan dana utang. Pada dasarnya, seseorang berutang karena tidak 
mampu sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berangkat haji 
dengan sistem arisan, tidak memenuhi syarat wajib mampu untuk 
melaksanakan ibadah haji. Sehingga gugurlah kewajibannya melaksanakan 
haji. 
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